
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN 

REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK  

DALAM MASALAH PIDANA   

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE 

REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE 

IN CRIMINAL MATTERS) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik 

Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia 

sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan 

hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan 

dalam perjanjian internasional; 

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan

informasi, selain mempunyai dampak positif juga

mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak

pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu

Negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya

memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik

bersifat bilateral maupun multilateral;

c. bahwa . . .
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c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Korea, pada tanggal 30 Maret 2002 di Seoul

telah ditandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal

Balik dalam Masalah Pidana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea

tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah

Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the

Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal

Matters);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan

Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);

Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN 

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA 

TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM 

MASALAH PIDANA  (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF 

INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL 

LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS). 

Pasal 1 

 Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan 

Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik 

dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of 

Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters) yang ditandatangani pada 

tanggal 30 Maret 2002 di Seoul yang salinan naskah 

aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa 

Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.  

Pasal 2 

 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Maret 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Maret 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 46 
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 PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN 

REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK  

DALAM MASALAH PIDANA 

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE 

REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE 

IN CRIMINAL MATTERS) 

I. UMUM 

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah 

Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional 

melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan 

dalam perjanjian internasional. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di 

bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan 

hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga 

memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu 

negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan 

kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada 

lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai 

dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal 

batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan 

pemberantasannya  memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif 

baik bersifat bilateral maupun multilateral. 

Dengan . . . 
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Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Republik Korea khususnya di bidang 

ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua 

belah pihak, maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang pidana. 

Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi 

penyidikan, penuntutan, atau proses acara yang berkaitan dengan 

setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan 

diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak 

Peminta. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan 

terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, 

pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya 

tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan 

proses acara tersebut.  

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia 

dan Pemerintah Republik Korea telah sepakat mengadakan kerja sama 

bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah 

ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2002 di Seoul.  

Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan 

pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, 

maka perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana 

harus memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang 

menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan 

kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta 

mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality).  

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Bantuan 

Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, antara lain: 

1. Bantuan . . .
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1. Bantuan harus meliputi:

a. pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang;

b. pemberian informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;

c. lokasi atau identifikasi orang atau barang;

d. penyampaian dokumen;

e. pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan;

f. membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian

atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara

pidana di Pihak Peminta;

g. penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan

yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari

membantu dilakukannya kejahatan; dan

h. bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak

bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak

Diminta.

2. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi:

a. ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau

penahanan setiap orang;

b. pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang

dijatuhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang

diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta dan Perjanjian ini;

c. pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana; dan

d. pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

3. Bantuan lain

Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada

antara Para Pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain,

pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi Para Pihak

untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian,

pengaturan atau cara lain.

4. Otoritas . . .
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4. Otoritas Pusat yang ditunjuk pada saat dimulainya Perjanjian ini:

a. untuk Republik Indonesia,  Otoritas Pusat adalah Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. untuk Republik Korea, Otoritas Pusat adalah Menteri Kehakiman

atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

5. Bantuan harus ditolak jika:

a. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut Pihak

Diminta adalah kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan

berdasarkan hukum militer;

b. permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang

atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana

yang dijatuhkan, atau diberi grasi atau dibebaskan di Pihak

Diminta;

c. terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan

itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang

karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau

pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan

merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut;

d. permintaan, jika diberikan akan merugikan kedaulatan Pihak

Diminta, keamanan, atau kepentingan utama lainnya, meliputi

juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan

menyebabkan beban berat terhadap kekayaan Pihak Diminta;

e. permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemidanaan

terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan

sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan itu dilakukan di dalam

yurisdiksi Pihak Diminta.

6. Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan

penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang tidak

dapat lagi dituntut karena alasan kadaluwarsa jika kejahatan itu

dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.

7. Bantuan . . .
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7. Bantuan dapat ditunda jika permintaan akan mempengaruhi

penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan Pihak

Diminta.

8. Mulai Berlaku dan Berakhir:

a. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan

oleh Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing

untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi;

b. Perjanjian ini akan berlaku untuk Perjanjian yang dilakukan baik

sebelum dan setelah tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini;

c. salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat

melalui pemberitahuan tertulis. Pengakhiran mulai berlaku

6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan;

d. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi

penyelesaian dari setiap kegiatan yang sedang berjalan yang

disetujui Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1 

Cukup jelas. 

 Pasal 2 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5513 
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PERJANJIAN
ANTARA

R.EPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KORBA
TENTANG

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Republik Indonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai

"Fara Pihakto);

BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama yang efektif kedua negara

dalarn pencegahan penyidikarq penuntutan dan penanggulangan kejahatan

melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal I
RUANG LINGKUP PENERAPAN PARJANJIAN

Para Pihak, berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, saling memberikan

bantuan dalam maslah pidana.

Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan,

penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan

yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan

jwidiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.

Masalah pidana rneliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap

hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan

pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak

meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara

'iersebut.

l.

2.

3.
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4. Bantuan harus meliputi :

(a) pengambilan alat/barang bukti atau pemyataan dari orang;
(b) pemberian informasi, dokumen, catatan dan barang bukti;
(c) lokasi atau identifikasi orang atau barang;
(d) penyampaian dokumen;
(e) pelaksanaan permintaan untuk penldikan dan penfltaan;
(0 membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau

membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana
di Pihak Peminta;

(g) penelusuran, penahanan sementard, p€rampasan dan penftaan
yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari
membanhr dil akukannya kej ahatan;

(h) bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak
bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak
Diminta.

Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi :

(a) ekshadisi, atau dengan maksud unhrk penangkapan atau penahanan

setiap orang;
(b) pelaksanaan di Pihak Diminta morgenai ptttusan pidana yang

dijatuhkan di Pihak Perninta kecuali dalam batas yang

diperbolehkan oleh hularm Pihak Dminta dan Perjanjian ini;
(c) pemindahan oftrng dalam penjara untuk menjalani pidana;

(d) pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

Pasal 2

BANTI.IAN I,AIN

Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara Para

Pihak, baik itu berdasarkan persetujrnn lain, pengahuan atau cara lain, serta

tidak menghalang Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu
berdasarkan perjanjian, pengahnan atau cara lain.

5.
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Pasal3
KANTOR PUSAT

Para Pihak setiap saat harus memiliki orang atau pejabat yang ditunjuk
oleh Kantor Pusat unhlk menjamin dan menerima permintaan untuk
maksud Pe{anjian ini.

orang atau pejabat berikut ditunjuk untuk menjadi Kantor pusat pada
saat dimulainya Perjanjian ini :

(a) unhrk Republik Indonesia, Kantor hrsat adalah Menteri
Kehakiman dan HAM atau pejabat yang dinrnjuk oleh Menteri
tersebut.

(b) untuk Republik Kore4 Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman
atau pejab at yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.

Para pihak hams saling memberitahukan adanya penrbahan terhaclap
Kantor hrsat.

Kanlor Pusat harus berhubungan satu dengan yang lain secara langsung,
namun jika mereka memilih, dapat berhubungan melalui saluran
diplomatik.

Pasal 4
ISI PERMINTAAN

Permintaan banhran harus memuat:
(a) uraian maksud permintaan dan sifat banttnn yang diminta;
(b) identifikasi dari orang, badan atiau instansi yang mengajukan

permintaan;
(c) meliputi uraian mengenai sifat masalah pidana termasuk, uraian

ringkas fakta yang relevan, hukum, dan ancaman pidana yang
dikenakan;

(d) meliputi pernyataan yang menunjukan status terakhir dari
penyidikan atau proses acara;

(e) meliputi pernyataan yang menerangkan mengenai batas waktu
yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.

Permintaan banhnn, sejauh iht relevan dan dimungkinkan, harus
memuatjuga:

2.

3.

4.

l.

2.
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(a) identitas, kewarganegaraan, dan lokasi dari orang atau orang yang
menjadi subyek, atau orang yang mungkin memiliki informasi
berkaitan dengan masalah pidana;

(b) dalam hal banhran berdasarkan Pasal l0 :

(i) uraian masalah morgenai orang yang akan diperiksa, apabila
dimungkinkan, termasuk pertanyaan yang diajukan oteh pihak
Peminta terhadap omng tersebut;

(ii) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang
dihasilkan dan, sejauh ihr relevan, uraian mengenai orang
yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut;

(c) dalam hal permintaan banhran berdasarkan Pasal I I atau Pasal | 2,
hanrs disebutkan informasi mengenai tunjangan dan biaya yang
diberikan untuk perjalanan orang ke Pihak Peminta;

(d) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 16,
uraian mengenai barang-barang yang dicari, dan sejauh itu relevan,
mengenai lokasi barang-barang itu berada;

(e) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 16 :

(i) pernyataan yang menjadi dasar keyaleinan Pihak peminta
bahwa hasil kejahatan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta;
dan

(ii) putusan pengadilan, jika ad4 yang dapat dilaksanakan dan
pernyataan mengenai stahrs puhrsan tersebut;

(fl) dalam hal permintaan bantuan untuk pengembalian hasil kejahatan
atau yang telah diketemukan, diperlukan pernyataan pengaftran
khtrsus berdasarkan Pasal 16 ayat 4;

(g) pernyataan mengenai tztz cara atau adanya syarat tertentu di Pihak
Peminta, atau yang dapat mempenganrhi terhadap permintaan,
meliputi rincian yang harus diberikan mengenai masalah atau
setiap bentuk informasi, barang bukti, dokumen atau barang yang
diminta tmtuk diserahkan;

(h) pernyataan, jika ada, oleh Pihak Peminta menganai kerahasiaan
dari permintaan dan alasan-alasannya;

(i) dalam hal pejabat dari Pihak Peminta bermaksud melakukan
pet'alanan ke Pihak Diminta berkaitan dengan permintaan,
informasi mengenai maksud kunjungan pejabat tersebut, jangka
waktu dan pengaturan perjalanannya; dan

CI) setiap informasi penunjang lainnya, barang bukti atau dokumen
yang diperlukan, atau dapat membantu, Pihak Diminta memenuhi
permintaan tersebut.
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3' Permintaan, selaq d.ghry* penrurjang dan komunikasi yang dibuatsesuai dengan perjanjian ini, harus aitiot daram bahasa pihak peminta
dan disertai dengan terjanahannya kedaram bahasa pihak Dminta ataukedalam bahasa Inggris.

4. Jika Pihak Dminta menganggap bahwa informasi yurg terdapat darampermintaan tidak cukup *t tf memenuhi permintaan bantuan sesuaidengan Pe{anjian ini, Pihak Diminta dapat memintu rnformasi tambahan.

5. Permintaan hanrs dibuat, secara terftrlis kecuari pihak peminta dapatmenerima permintaan daram bent'k rain daram t eaoaan yang *rno.srt.Dalam keadaan :rry.ti ini, permint"* t"rtrti, h.u. ditetapkan daramwaktu tiga puluh hari (30) hari kecuari pihak Diminta menyehrjui jangka
wakru lain.

pasal5
PENOLAKAN BANTUAN

l. Bantuan harus ditolak jika :

(a) permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut pihak
Diminta ada]ah kejahatan yang bersifat potitif atau t.iuirtun
berdasarkan hukum militer;

(b) permintaan berkaitan dengan penunfutan terhadap seseorang atas
kejahatan yang perakunyi tirah setesai menjaruni piJun.'yung
dijaftrtrkan, ataudiberi grasi atau dibebaskan di pihak niminta; '(c) terdapat alasan kuat unhrk menduga bahwa permintaan bantuan iftr
dengan maksud mhrk menrmftrt atau memidana seseorang karenaalasan suku, jenis keramin, agama, k"r"urgunegaraan ataupandangan poritik atau bahwa pr*intu.n bantuan itu akan
menrgikan orang yan g bersangkutan karena alasan tersebut;(d) permintaan, jika diberikan, akan merugikan kedaulatan pihak
Diminta, keamanan, atau kepentingan utaia lainnya, ,"Lp,,J jugu
pertimbangun terhadap keseramatan setiaj 

' 
oru,g, ',run

menyebabkan beban berat terhadap kekayaan piha'k Diminti(e) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemindanaan
terhadap seseomng untuk perbu,atan yang tidak dinyatakan *u.gui
:y_atl kejafratan, jika perbuatan itu aiutcukan didalrrn y,,.iraitri
Pihak Dminta.
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2' Banftran dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan panrnt'tanterhadap seseorang atas suatu kejahatan ,."g;;rk dapat ragi dituntut

Fffilffisan . 

kadaruarsa jika kejahatan itu dfiar,,*.n dii;il"j.riscriksi

3. Bantuan dapat dit'nda oreh pihak Diminta jika permintaan akanmempengaruhi penyidikan atau penunftrtan yang sedang dilaksanakan cliPihak Dminra.

4' sebelum menorak atau menunda pemberian bantuan sesuai dengan pasar
ini, Pihak Diminta merarui Kantor p'sat harus , 

----

(a) memberitahukan dangan segera pihak peminta dengan arasanpenolakan atau penundaan tersebut; dan(b) menskonsultasikan dorgan Pihak peminta untuk menentukanapakah banruan dapat ?iuerit- bod;;;;r."n syarat_syarat dankondisi yangdianggap perlu oleh pihak p;;;".
5. Jika Pihak peminta menerima bantTan dengan syarat dan kondisi yangditentukan ayat 4 b, 

-maka permintaan urntu":n dilaksanakan sisuaidengan syarat dan kondisi tersebut.

pasal 6
PELAKSANAAN PERMINTAAN

l. Permintaan bantuan harus dilaksanakan dorgan segera oreh pihakbenvenang di Pihak Diminta sesuai orngan Ltentuan hukum pihak
tersebut, dan sejauh diperborehkan hukum o'i nrrat Dminta, dengan carayang dikehendaki oteh pihak peminta.

2. Pihak Diminta dapat mentrnda penyerahan barang yang diminta jikabarang itu sedang diperrukan unt'k proses u*uiu-beikaitan denganmasalah-masalah pidana atau perdata di pihak peminta. Dalam rrol ini,Pihak Diminta hanrs, atas permintaan, memu"ril.an sarinan resmidokumen.

3' Pihak Dminta ].?ryr segera memberitahukan pihak peminta mengenaikeadaan, jika pihak Diminta dapat mengetahui, adanya har-har yang
manyebabkantertrmdanyapelaksanaanpyrrn-intaan.
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Pasal 7
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK DIMINTA

r dikehendaki oleh pihak
balikan barang bukti yang
barang bukti itu sudah fidak

berkaitan dengan permintaan.

Diminta, pihak peminta hanrs
diberikan berdasarkan pet'anjian ini
dipedukan lagi unhrk rnurujuh" pidana

2.

3.

4.

KERAHASIAAN DAN P;il$f'ASAN PEN\.]GUNAA N

. Pihak Diminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik_baiknya
kerahasiaan permintaan bantuan, isi p.*int in f,* oot umen-dohrmen
penunjangnya dan_ setiap tindakan sesuai dengan permintaan itu. Jikapermintaan tidak dapat dilaksanakT tanp, melanggar kerahasiaan, pil,utDllnta juga harus memberitahukan pihaT; peminta sebelum
L9t{slatcan permintaan itu, dan pihak peminta harus memberitahukan
Pihak Diminta apakah permintaan tetap diajukan meskiprm ;;-I*i.gu.
kerahasiaan.

Pihak Peminta hanrs, jika diminta,. mengilpayakan sebaik-baiknya
kerahasiaan informasi dan barang bukti v.r,g- Jiu"rikan oreh pihak
Diminta kecuari jika informasi dan barang b,,fti 

-in 
oip".rukan unhrk

1p{ah. pidana yang berkaitan dan serain i* v*g diperboreh[un--nirl,
Pihak ilminra.

Pihak Peminta hanrs,-jika diminta,.mangupayakan sebaik-baiknya untukmenjamin bahwa informasi atau bararig 
^uuLtrt-rJarrt 

dilindungi-'J.ri
kehilangan cara-cara yang tidak berwenang, penrbahun, p"ngrrit"p""
atau penyalahgrrnaan lainnya.

Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi dan barang bukti
{Tg diperolehnya, unhrk matsua serain oaripJa yang dinyatakan
lifalam permintaannya tanpa persetujuan terreun 

-oahuru 
dari pihak

Diminta.
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Pasal9
PENYAMPAIAN DOKUMEN

Pihak Diminta hanrs, sejauh diperbotehkan oleh ketenhran hularmnya,
rnelaksanakan permintaan untuk penyarnpaian dokumen yang berkaiian
dengan masalah pidana.

Permintaan penyampaian untuk pemeriksaan yang mernuat panggilan
kehadiran seseorang sebagai saksi di pihak peminta harus'oi{iran
kepada Pihak Diminta sekurang-kurangnya empat puluh lima 1+sj nari
sebelum jadwal kehadinannya. Dalam keadaan mendesak, pihak Diminta
dapat menges:rmpingkan syarat ini.

Pihak Diminta harus menyampaikan kepada pihak perninta bukti
penyampaian dolcumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat
dilakukan, Pihak Peminta akan diberitahu juga mengenai haf ihr disertai
den;tan alasannya.

seseorang yang tidak dapat memenuhi setiap proses yang hanrs
dilakukannya, maka tenhadap orang tersebut tidak akan dilenakan
hulaman atau tindakan lain sesuai dengan hukum Pihak Peminta atau
Pihak Diminta.

Pasal l0
PENGAM BILAN BARANG BUKTT

Pihak Diminta hanrs, sejauh diperbolehkan ketentuan hukumnya dan atas
permintaan, untuk mengambil kesaksian, atau selain dari pernyataan yang
diperoleh dari orang itu, atau meminta barang buhi yang ada padanya
tmtuk disampaikan kepada Pihak Peminta.

Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh ketenhran hukumnya, hanrs
mengijinkan kehadiran orang tersebut sebagaimana disebutkan didalam
permintaan selama permintaan dilaksanakan dan mengijinkan orang
tersebut untuk diperiksa dengan orang yang diminta kesaksiannya atau
barang bukti yang ada padanya. Dalam hat pemeriksaan secara langsung
tidak diperbolehkan, diperbolehkan untuk orang tersebut secara terbuka
menyampaikan pertanyaan secara tertulis.
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3. Seseorang yang daripadanya diperoleh barang bukti yang berada di pihak
Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan perjinjian ini, dapat
menolak memberikan barang bukti sejauh hukum apakah Pihak Diminta
atau Pihak Peminta mernbolehkannya.

4. Jika seseorang di Pihak Dminta menyatakan bahwa terdapat hak atau
kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian menumt hukun pihak
Peminta, maka Kantor hrsat dari Pihak Peminta harus aatas permintaan
memberikan surat keterangan kepada Kantor hrsat pihak Diminta
mengenai adanya hak itu. Dalam hal fidak ada bukti sebaliknya, surat
keterangan ihr merupakan bukti yang cukup masarah tersebut.

5. unftrk maksud Pasal ini, pengambilan barang bukti meliputi pengadaan
atau barang lainnya dokumen yang dihasilkan atau baring-barang
lainnya.

Pasal ll
PEMINDAHAN ORANG TAHANAN/NARAPIDANA UNTUK

MEMBERIKAN KESAKSTAN.

l. Seseorang tahanan/narapidana di Pihak Dirninta, atas permintaan dari
Pihak Peminta, dapat dipindahkan sementara ke pihak peminta rmhrk
memberikan kesaksian dalam proses acatadi pihak peminta.

l. Pihak Diminta hanrs menrindahkan tahanan/narapidana ke Pihak perninta
hanyajika:
(a). orang itu bersedia untuk dipindahkan; dan
(b). Pihak Peminta setuju sesuai dengan syarat yang ditentukan

Pihak Dminta berkenaan dengan penahanan atau keamanan
oftlng yang akan dipindahkan.

Apabila Pihak Dminta menyatakan kepada pihak peminta bahwa orang
yang dipidahkan sudah tidak perlu lagi berada dalam tahanan/penjara,
orang itu harus dilepaskan.

Seseorang yang dipindahkan sesuai dengan permintaan berdasarkan pasal
ini hann dikembalikan ke Pihak Diminta sesuai dengan ketentuan yang
disehrjtri oleh Pihak Dminta yffig dilaksanakan sesegera mungkin
setelah orang itu memberikan kesaksian atau daham wakhr yang lebih
awal setelah kehadiran onmg itu tidak diperlukan lagi.

oleh
dari
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5' seseonang yary dipindahkan hanrs diakui masa hukuman yang

ffflffifrhljfi#g]" ** *urtu 
'Jama 

orang itu ,n*:ir*i

M ENGHADIST1N O*N N?'iIIi UN'U* rVI EM BER I KANK E SA KS IA N A TA U UNT UK r*I B r*iii Xii,. P N rNY TD I KA N
l ' Pihak peminta dapat meminta bantuan pihak Diminta untuk mengaturpemindahan seseo?rng (bukan orang sebagaimana dimaksud aiai*,Pasal I I perjanjian) aepan perselujri" 

"#ilil r..paaa pihak pemintauntuk memberikan kesaksian'atau binturn y,ig iltaitan dalam masarahpidana di pihak peminta; -

2. Jika Pihak Dminta dapat menerima bahwa pengannm yang memuaskanakan dirahrkan oreh pihak peminta.unt'k mfnjuilin t rrr*Ln'l#g itu,Pihak Diminta 
-meminta persetujuan dari "---orurg 

tersebut untukmemberikan kesaksian atau bant'an di pihak peminta. orang tersebut

Iil;#f*ukan mengenai setiap biryu ,t* hrnjangnn v*e wajib
Pihak Dminta hanrs segera memberitah,kan pihak peminta mengenaikesediaan o*g tersebui o*, jit u o*glto menyetujui, mengambir

,T##,J-gkahJangkah 
vang diperrukan,ritor. r'"ruaahkan pe'nl'taan

r 
'NDA 

KA n ro *l,,iilt L * r rn M A rA N
f ' Dangan mernperhalk* ayat 2 pasar ini, apabira seseorang berada diPihak peminta 

F gur*t 
"it 

p"n rint"- y"d?iqft* menurut pasar l latau Pasal 12 perjanjian ini, serama y-.r.m o.i'g terseb.t diperrukan,tetap tinggar di pihak peminta untuk r*rua-d',tit rn,

(a) orang tersebut tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di pihak
Peminta untuk peranggaran apaprm, atau tout ilr".i.al pirr.r.
dalam proses- secara peiaatl. ap.apr, menjadi t"rgogrt /*giiarr.dapat dikenakan padanya jika ia tid;[ t;la aidr,ar[ pJrina,
berkenaan dangnn perbuatan rbl.gTir! apapun yang dirakukannya
sebelum oftmg itu meninggalkan pihak biiliiitu; o_
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(b) orang 1g tidak boreh,, l"np. persetujuannya, diminta 
'nftrk

memberikan kesaksian datam.,d;;-;;;;. secara pidana ataumembantu suatu penrdikan pidana ,duin a".ipada masatah pidanayang berkaitan dengan pe.mintaan

2. Ayat r pasar ini tidak berraku ragi jika orang itu, seterah bebas trntukpersr, tidak meninggarkan ont ryrlt;ffi^j*gka wakru (r5 hari)Iima beras ttr. iitrtutr o.arrg itu secara ,rri diberitatru bahwa

lff:fil:n$lfito"t"k;l'?i atau, seierah 
-iLin 

gsurkan negara *u,

3' Seseorang yang tidak mernberikan 
. 
perseftrjuan tmtuk mernberikankesaksian yang dimaksud dail pasar'rt Jrn..prrut 12 perjanjian initidak akan, karena arasan itu ofaSc1n ;;* suatu pidana atau

$lf:ilffi,"'llT paksa .p'pun orcr' p*e'Jifii pihak p"rintu utuu

4' Seseorang yang mernberikan perseQi,uannya unfuk mernberikankesaksian yang dimaksud daram iasar ir ,t"u"qnsar 12 pet'anjian initidak akan dirarnrkan p.n*tuan berdasarkan t esaksiannya, kecuariunhrk sumpah palsu atau penghinaan t *rJ.p p"odilan.

pasat 14
PENYEDIAAN INFORMASI

l ' Pihak Diminta hanrs memberikan sarinan dari dorarme-n dan catatan yangterbuka untuk yum yang merupakan bG;-d.rt daftar umum araudaftar lain, atau dapat dibetiutuu Oip"rifrm of,f, ur*.
2' Pihak Diminta dapat memberikan salinan dolannnen atau catatan dengancara yang s€rma.d^an denc,an syarat-syarat yang sama apabira karaudokumen atau catatan tersibut up^, aiu"rit* lriro, penegak hukumatau pejabat peradilan.
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I.

p ENCA RrA SHlt^i i*Nvr rAA N
Pihak Diminta, sepanjans hukumnya mengl'zinkan, hanrs meraksanakanpermintaan yang b*l."itT aengan 

T?sa[h piaana di pihak pemintamtuk mencari, menyita oan mile"ar,un uril'i Jiru.n kepada pihakPeminta. - ---J

Pihak Dminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta orehPihak perninta, mengenai hasir dari ryn:oirl, ,"fi;l dan keadaan padasaat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnvu urong'*iiu* tersebrfi.

Pihak Peminta harus mempedratikan setiap syarat ),ang ditetapkan oreh

ffi*,?m';.*ffi# 
tuit"*v' ilffil;;il; yans diserahkan

2.

3.

pasal 16
HASIL KEJAHATAN

l. llihak Dminta, ltas permintaan, harus berusaha unftrk memastikanapakah hasir kejahatan ue.aJa .oi a.ram 
-ffiroitrinyu 

dan hanrsmemberitahukan kepada pihak peminta ,n.ng*ui rrrrir p.nyidikannya.

2. D.alam hal, menurut ayat l,
diketemukan, pihak fiminta
diperbolehkan oleh hukumnya
kejahatan tersebut.

hasil kejahatan yang dicurugai ituhryr mengambil tinaat*"- y_g
unhrk menahan dan menyita "frasif

' Dalam melaksanakan pasar ini, hak.d1i. nihak ketiga yang beririkad baikharus dihormati menumt hukum pifraf, Diminta.

Pihak Diminta hanrs menahan suatu hasir kejahatan yang disita, kecuaritunftrk kasus tertenftl yang disetujui, berlaku f.in. 
---'

unhrk maksud perjanjian ini "hasir kejahatan" berarti setiap barang yangdicurigai' atau dinyatakan oreh pengadil-, ,rufi'barang yang berasardari atau diperoreh, .rTgr*g'ut i tiark t-gr*g sebagai hasir daridilahrkannya suatu kejahatai atau harga i;rd dd barang dankeuntungan lain yang berasar auri airrnf"rrvu l*tu kejarratan, dan
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termasuk barang yang digunakan
di lakukannya kejahatan.

P E NG I'A,O NI;Ti'J, *",,A HA N

Dengal memperhatikan ayat z, permintaan bantuan, ctokumen
penturjangnya dan dokumen atau barang yang diberikan sebagai jawauan
atas permintaan, tidak harus diperlukin s,*tu benhrk p.niiruirn utuu
pengesahan.

Apabila dalam kasns tertenhr Pihak Dminta atau pihak peminta merninta
bahwa dokunen atau .barang disahkan, aohrmen atau barang hanrs
disahkan dengan cara sebagaimana diatur didaram ayat 3.

Dok*men atau barang adalah sah untuk maksud pajanjian ini jika :(a) ditandatangani atau dikuatkan oreh hakim 
"6u 

p":ruri ruin di atau
$n Pihak yang mengirimkan dokuman; dan '

(b) dibubuhi dengan cap resmi dari pihak peng'im dokumen atau dari
Menteri, Departemen atau dri pejabat pemerintatr, dari pihak itu.

Pasal 18
PENGATURAN TAMBAHAN

Kantor Pusat rnasing-masing pihak dapat membuat pengaturan tambahan
yang sesuai dengan tujuan pe{anjian ini dan hukum kedua nnat.

Pasal 19
PERWAKILAN DAN BTAYA

l. Kecuali jika diatur lain dalam perjanjian ini, pihak Dminta hams
menyrapkan hal-hal yang diperlukan agar Pihak Peminta diwakili secara
hukum dalam setiap proses ucaf qio"nr yang timbul karena adanya
permintaan banhlan dan dengan demikian ltihak Dminta rf.an r"*rrufi
kepentingan Pihak penrinta.

untuk melakukan atau memudahkan

I.

2.

3.
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2. Pihak Diminta hanrs menanggung biaya untuk memenuhi permintaan
banhran kecuali biaya yang hams ditanggung oleh pihak peminta yaihr:(a) biaya yang berhubungan dengan pengangt<utan orang ke atau dari

wilayah Pihak Diminta dan biaya akomodasi orang lt r aun setiap
upah, tunjangan atau biaya lain yang wajib dibayar kepada orangitu selama berada di pihak peminta - 

berdasarkan permintaan
mentrnrt Pasal 9, Pasal I I atau pasal 12 perjanjian ini;(b) bilra yang berhubungan dengan pengangkuian pet'gas
tahanan/penjara atau petugas pengawal;

(c) upah dan biaya dari ahli dan biaya yang berhubungan dengan
terjemahan dolcumen.

Jika timbul biaya sebagai akibat dari petaksanaan permintaan yang
mernerlukan biaya yang bersifat kfiusus, para pihak li*,
memberitahukan unhrk memutuskan keadaan-keadaan syarat untuk
permintaan bantuan dapat diberikan,

Pasal 20
KONSULTASI DAN PEFryELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan
pihak lainny4 rnengenai suatu hal yang berhubrmgan dengan p"n"rrun,
qe-nerapan atau pelaksalaan Perjanjian ini, baik secara unum maupun
dalam kaitannya dangan kasus tertentu.

Pasal2l
AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan ke
dua Pihak dan akan mulai berlaku setelah persyaratan nasional masing-
masing telah dipenuhi.

Pasal 22
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIR

l. Pe{anjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh
Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing untuk
berlakrmya Perjanjian ini telah dipenuhi.

a
J.
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| 2' Perjanjian ini akan berraku rs perjanjian yang diratarkan baiksebelum dan seterah tanggar murai ue.ra*Jrilalerjanjian ini.

3' Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melaluipemberitahuan terhrris. eengakniran ai.an mutai u*rit,-rir, (6)bulan setelah tanggal pemberilahuan.

4' Pengakhir-- perjanjian ini tidak 
.akan mempengamhi penyeresaiandari setiap tg.* 

'ang 
sedang b.d;6 

-yaig 
disetujui para pihak

trerdasarkan perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI: ymg bertandatangan dibawah ini, yang dib€ri kuasaoleh Pemerintah masing-masing terah menandatangani pefanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di.s*.o.,+'(-... pada tanggar. $.p..Nr.*m*.pada tahun du,a ribu dua, daram bahasa Indonesi4 uatrasa Korea, dan bahasaInggris, semua naskah menrprmyai kekuatan V-glur*.
Dalam hal terjadi perbedaan penarrir*r, nirt i?rrm balrasa Inggris akandiberlalmkan.

TJNTUK REPUBLIK INDONESI,A TJNT{.JK REPUBLIK KOREA

43.
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"i. *ae? ol ol sJ q 7lE q "J6.1= ^l t€ € ^16}.= € B

2. *asA^1"ilE zladlr 71t'* H9lt"il^l trl* 4+el 
^l.6,}€- 

s.ge4.
zl. $,r,|,r|{el 4d-z}E"lL} :z ^}Aql *e A-Eg z};<lr gi$ 

^}€el
rlg .+zl 9l a41

ul. xl10a9 +r3"il el'f,. gasael 7d+

(1) z1€6J A+qts,qAqo1 :.el"J ^l*€ql4 alrlslzJ$ El"*61

E aEg s.6,Jt CE.^lEJoil 4l+ €B
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Q) z,ilit.slol"F al* s^J.zl4 s= +7.f8.il E|]+ €B!f. 4a*
a+qlE :i4€g 4l€61-E+ saslolo} tl zie6J zl.rl ql6J

€B

':1. 
xillta E= ,q112=ei *4"il 9t ta,e-ae1 a+qlsr s.a+"il 4l

+6lE rl"Jol g€_ + I,lts +"* p Elgoil *+ d-H.
zl. altsa :EE rilioael +C"il gt *as.aq a+ql* sarlE zl

srql Eil* €B:4 4e* A+ql= :z #4 A.zlfzl
u|. rilt6=r=gl ifAol elfl.;.aS-Aq a_F

(1) Hal+l+€-ol i4,qa+el *g"J"I arilBlz glrl-a s?t"l E
E *4ql 4tt zn+zl €B

@ Bgq A-JB€ol il* A+qE :z B€q B€.q C4.il qle
€B

u|. 44zlee Hsla+-sel gaol+ El+s olqa + 91ts *a_sa
el zd+ql* zil16axil46}el +Cql qt €Ba:171 easl= xlel
q+ql qt-* dB

^1. 
qts 4s .+4.9^l .g#ol :il*slqo} U. *4olLl €4ql *ql
zl^{-* €Bg .s.q}s}q, €LaolEJ^l ffslzlg. slr*6}= .sA+el

"iwlt qB* s_aol+ Ai}.il s,lt zilqzi d€
ol. *a,qd I ul 'J+zlql ** gA Eel fl u];.|alol gl* zd f-"il i= q

"J^l6J H :z ol+ql q_0 € B
:1. ,q?frq €.+gol dr4,g-arl +€6lq qgatgE_ *"Jztts 4$

olb, : 
^laJel *#+zl . ql4^l+ 'I **a:1.il 13* zdg

:I. qg'J=tol sAg ol{a}Eril vJ-s6}lu} E€;ol sl* r q+e-l !.+
4 4s- -€A K* *^l

3. ol aE.il ulzl ol+olzlts 94,t1 ..H.+^l+ H FtlBg ,sA+el tol
-q zlcslolo} al4, vlea+q tq+ gq-g. g Hg*ol a+sl"lol aJr:}.

4. ylgaEg,qA^l"l g.'*€ 
^Cez; 

o1 a*d nlel:r _gAg ilel=o.lz'l

.l +6e6l4r **6l'* a+ql= +714!.€ s+g + iltrl.
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5. *e,g-a g- rl Bge.
*a,e.ag +q6I* qo1ts

6lxl olL]6l* *, :z gag

ol+olzlq, A#-* 4+ slg,JEol trl-$ €^lel
:ralalzJ olt-1614. ol A+ yl,qg=+ol Eq Eel
309 ol Lil "il ^.1 

d sE s+ql q ol oF e4.

aI 5:r.
*ael 4 a

1. +* 4+el zdf-4lb Baz| 4€€tr1.
zl. q,qa tol 4 il4 c 4 el H 5l 3E,E f 'il *g_r-t} H alql di'J-{!q.

:r zJ?al} H4el *A€ *=e{e1 Af_
Ll. rJ,q"c+"il^l s+4zl *aldjl s.= ^lEg *3laul da€ €g +

9* xl9 r'B=l€ ol#e :a€ 7laol* ar+ *e€ *a-e-aq a+
cl. :gl "J+.cg.*r.+4 s.* dilal d8llE oJs.e Tli.zlH

617l +l6iq E!6'lq4l +aeaol4 0lal* olse: zl'il4| Bole]
ol a4€ Aolz|-r. Eg Rl{! +"}"J ol.,?z} ilE *a,qa.el d+

el-. *agaol ol"Tslts 4+ i4s-a+q +a.?lde_1"1r1 -E-dzlol
qg d4dlal '6llg +4zl 9l* a+. +Rl, oloil 4lt aejqlE q
wl$ zlql rll'"J .Jd H q,qA+sl zl€"il cfl{! gc}ol gsJ.EJ +
9lul-.

"l-. q,qa+el llJg"JoI^J g^J61fl4€ Hal_A +C6lzl olqElflg sJ

9l€ ol#e :z a}gzl5 zl+. ilH6l* ar+ 11€€ *=,eAq zd+

2, qsa+el $$oJol,rJ "J^J6Iflq.E ^lEel eJ€g ol.i-e r.l ol* zlr
sJ + 9l-= H4"l ql6'lcl 4€ zlE 2146l* 44 'Jflqq 9I= *a,qAel
zd-?-"il* :z *a.zY 44€ + 914.

3. q,qA+g dla,qaol zl+ol^l dtB;:ql +^14 zl4s+ +€qq ilE
a-?-"il* :z j;tag Szltl + il4.
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4. rl,qa+e ol aql .el6lq *a5. 4g6lnu| flzlrlzl oldql :z ;:oJzlqls F6lq 4€. 4qe.l ailg 6!e4.
zl. ,sg+oil4 ze E= dz]€ r3j6l= ol+€ 41+ar +sg a
u|. tlsAEol g.q-6lrl.r. St6l;. adaloil^J ga.zl a1;.sJ + gits

xlg q+e 44al7l +l6lq ,qAE4 €elg 4

5. ,qAtol zi4d}++ql #Ag aaql rl4 ;.ag +q6l* A+ *ay
.rel'* adoil ula1. oJ+qd4,

x[64.
-e-A el ol {

1. 4sA+el "Jg'J'+* zl+el ''Jql 4e qgts9ltl"l^l ,qatol 3-,J
* "J^l"il r+"1 4l+sl €Las-ag ol6Je4.

2. vl,q?Tg ,gAg 4=,l zl+"il^JE S,t|,.|flolu| "J,rlrid4 +A€
rflvl{z}oll EJgF} a+ql*:. z}siq ?lEE €zls f tl4. ol a+ a++
9 e4o1 9lE ,4qlE q,qa+e E^lel q?l€ 

^lgg. al;rgtr1.

3. q,qA+g ,aAg olflqlol ilq t!"** ;al€g 7tA& + ilE tl+g
9zll sJ a+oilE olg tj+6.1 ,e-A+oil F!.+tr}.

41 7:r.
.rrl.qa+ql rrlt zle4 {}+

,q."J+e slsa+q sAol fl= AS, ol aEql elElq al*El zls.zi €.
a,qar+ +€€ B^l^laql 4 0l* €s-r121 0lLl6l4) € 40il* ol€ $€|-tul.
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dl B a
ulHc H rl*g 4l*

1. rrJga+*, ,qA+el ,q*ol glb zd+, Fag4,q, 3 gA^jel ,-ll+,Jrf,^iF'i Ba,sAql rrl?+ +l* s.e e:lg. ulE.e +;<f6lzl fld.lol 3lEll."Jr'E-*+' qsatg :. *as-401 *zlfsf{ o}rrs}-r.E or6JFJ. + flE d+4lE, -Fae1 olsJd4l :r ^l€g,qA+ql Fug4. o1 ?*.e-A4g:z giTqq+q-E €?61i1 *zzl ola!sf 7l€ Elolul*xlel g+€ ts!.*4.

2. -saEg silsatg .r4o1 il= a*, vl,t_4qol 4lgt zd.E. H +A€ ulge +xl6lzr 916'lq =rrlt Lqeq.. 4.$, e-4q. s€€ €^I^laql
'Jeap4Lr' q,sa+ol gel +"J6'l= A+qlE :,ar-Blz] oluJar.Q..

3. sa+e ul.q'J*g saol il= a*, cs .+z7l ed_a+EJ Jrg_g
-r' +oJslxl olLJ'6J {J*.^}s.{€ .*7rl+ r H}el g+.os+EJ -H.=r€ +
3iE-4- el ql'* j.q S4.

4.,q?Eg i4ga+el
5-a$r-l HIF€ f qr4*
q 6J4.

^ldFETl fl* A-.r, +l _f* 4s.64 rEE
zis. e4,t1"il zlzll€ *zlel"il= olg.;,l.gdlxl

ol

oI

4l 94.
+^l el +g

1. tl,sA ** z|{g o1 t'l+s}* H +l q}ql^l

'JgAg- oltlqlc|.
€^I^larl +a€ E^Jel +

2. ol€ xlE ?{gs_ ,qa+qi €^i61._F_+

64iqic.J*rj ela* 459 oldql qsa+ql
-+ tl,qar'* ol sag s'zlg + il4.

s+61* A$er-el *Bs_ae
46'lq 6g6.lq AEl. 'J;'+ a
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3' vl'sa+e -q-a+ol q6lq S^Jer +g+B^l€ ++e4. f*ol olrqold f flE A*, vJ.s.a+g.sA+ql olE *gal-jz:1 ol+€ E-zltrl.

4. +B€ AEJ*"tl €.6|,(l
eJ 'g"l el"J.olwJ* €H_olLl

oluf a|* :l* :.-a "J 6iq gB r-olL} riJga +
aZilazl.E. B.slxl olqt!4.

4l l0a
t4el ++

1. $J,qAEe ga+el .qAql
oJ.il^l sal"Jg +tg,?l+sl4L+
+6lE+ ,q+*4.

14* ++€ +l6lq z}=rBol t'l+6l* H+l
d+g $*ua1r4, *al"JqlZl +4zlg€_ ztl

'2' rl'qa;rg z|{go'1 i'r+6}E Hqa}qr^r sa^J"il B^J:-d zlzr EzzloJtis:l* !l-4"il +48 f ils.+ ESalgol slq, r xle.6lq+ +tg 6I
4Ll +4E 4l€alts:lql Eil6lq e$'lEq E+g + 9lEl., olul* zl.J rl+ol .'r+5rxr ol4B'I* a-i.il* ^rEeg^]€ ;rl*-als+ Eg-*r:1.

3. oJ aoil el'* *a,qa oil nial
olo}'* zlts j4ga*olul ,qA+e.l
+ et4.

qsa+oil^l :z zle+e.l 647l +l+sl
EJol +40il u+z} :z 64ril6g 4+g

4. Es?+"il ll= ziz; ,qa+el B+ 6r4xil+g 4+g Aq E* el+
zl 9ltrlr ++-d.I* zd+, rl,qAEq S_Aoil Elel sAEel +oJ.7l** j4sA
t9 i*zl*.tl :ze1* flelel *zI CSoil r.il+ ++{^l€ ztlgt4. HlEilel +
4zl fr,-ts *,: $loJ^1ts zlz|€ 

^16}ol 
r]le +ee 642} €4.

5. ol ag +zlt', +7lE fl+g +.q E-E:z q+q €-aE 469 s.EJ.Tlq..
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:il 11 4.
t4xil6€ g* q+*:lel ol+

L E,qAqe-l T*a1.oil il* xl_b, .qA+gl g?oi
€^l€iloil^-l 64€ 4l€6f5+ grlzleE sa+ql

4, ol 4oI EsJ ,qAoil rr+?+ g]*gE xl5 uls-4qo1
oi,qaE-e-s +*EJ E, 6\zl al*€ U +"il* zlts* *
zlsl $aloJ Q "J* €,qal:J oluJ6l4l € a+qlb C+61

gl'q?+e dl-gq A-?ql"J slT;.zl€,e-4q.il ol#rJ4.
zl. sl+*Zlzl o]+"tl :|#eol Fel4* A_or
rl. ,t>9E "1 ol*sl* zI4 .H_-3i. . oJd"il 46lq j4,9-B*ol B^l6lEadol FqslE a+

3. ul,*"3qo1 0l+€ zrzr 4 "olt' ?*a1q flg oJ,qzl slcll 'qa+.fr:r;xlr1=- ?$ :r yl?;rzi3 
^l%!€c1.

il* A-F,,qA+oI^l
ol+sJ f glcl.

Fq's Eaql IIl4
a+6'l ++51q, _z

++€q-.

5. olf€ :lzl e8+"ilC T;.ap"il ilH z1*g 4,qat.r1.,r1 da€ Bel49 zlA"il tg €4.

4f12v
#Azile ss= +^lB=€ 9le 4€ xl_Eg sg

1. ed+-e xltg €^i^}a"il rlf {! f4xileol+ Baal*g g6.}q allr
a71 4+5izl oluJa-|i. zlolj 46lq :g Fel6.|"il ,qatgE oJtsalsq- eil€ AEl.il ilq qsaEel EaE sAg f gicl.
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2' slsa** 9:J{or uJolf,z}er .Jdg +rs.}q R}+g ,$t a:18 +lg4olell ?1461= a+ql*, :z :lolztl .qa+ql^jgl ?Aztl€.olul Ea4;."ilFel'* zrg fl.?'*El. jirol*:lE zr#g -EE Hrgolul +%'"il 46.1q FHgEq'. ul,qa+g uf olf:|ef +Bg ,qa+oilal d+E1 _F-a4q, -r. xlTl 5.el6** a*:: sael ols,g +d6.l7l 9l6.Iq g,qt sE ail€ fltcl.

4l13z
d H"Jd

1. xil26}el frAg 4lels'lilt, xiltla rE* alt2ael f4,il el,t} ,qAql
4e* e"3qq1 glE zlgl 4*,:z,sa+4g +r6lq sa+oil 4r:11r13;q,q?
E9 zlA FoJ.ilts-

71. z- :lE zldoi q,qA*g nl4zl ol4.il g^J* ztgl EE +alqlel $Hsloi, ,qAqql^j olnl* Hal-es. ++.zln ssE. :.lpsJxf
olujol4, s- zlzl gA+,tl gizl ol4 6lflElg B.;l.zl olula|fl* fltlzli:l.zl €4lal-b qlql* I trJ^l€ilel Ell*ol slxf olr.Jsr|.ul.::lb zitl4 F4fiolts {ra-s.a4 $AgE dC^}^}rJqel 

"frq* €^ldiloil^iE +AE zil€al4+ HFI+^}.il €ao1sa=o ,sTB
zJ ole'*4.

2' zillrJ* :ltlg :ilFzi 4 0r* sT-gzr olqo+4n g4zrsE rFsS
e + zl-ftszll ++g + giflg"il.E. B+Elr' 15g olr.iloil sa+_g fflulz.J
olLl6194+ _sa+g u.l*clzl u|,rJ go}g :|ol rllElq* 4+Elzl ol4trt.

3. ,qllla lEts xiltz=oll el * AA z]l€."11 Fel6.}7,l o}q s}-b z}E ol€ oj
+e.sA+ol4 q,qAEel B€].il e.l6lq qqt €Holrl zJ.ala:ls_eg.4x1
olq*4.

4. xljrra :Ei. rjll2a4J e]t +7t41€"il Fsl* xl-ts glf o]rl Hrds.qel
af-* zlglall* rq +tg 14_a zlrslzl ol4c:4.
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;ril 14 4.

4u-s-;:13

1. tlsAEe €'+9 9* e'= r H+el cl€ €rilE- ;.6oil 4j*ol zg*sl
of 314+ gt!"Jol ?oil.9*e + fl= E^r H zr€-g ^leg:il*tui.

2. ul,q?+g €-^J q zl+g ^l+g zl+el HA6J7I$ H ,rl.gzf rjoJ 4l
d.Hg + 9lE a4 F.Jt %14 g adg=. :rl*g + 9ttr1.

4154.
+44S+

1. itl,qa*g z|gSol ?'l+6|.ts H.9l"Jql^l ,q.a+oil^-lel €^l^lArl $€6lq €del ,ql+.+dl H ,qaqe.=.E {Eoil 4t gag ol6}eE}.

2' q,qa+e +lqa4 . ?l+*+ . "J+++ g oJ+g.aer 
^l+Jr$q *dlq ,qAEol ,q+ElE ,J-H.E 4l'..*4.

3. ,qA+g zltge. .Jrig* JrE $+gAql 46Iq uJe{qoi d* s.
E aAg f++4.

4l 16 4,

B 4 +t+s

r. q,qaEg,qa+el ,q.aqr 44 qqt B4flFgol zl44 +891"il
$zlolszJel q+E sloJ6}71 glElcl :Eqslr., s-a+ql :r a^lzJrl€ FgsJtrl.
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2. zfltrlolJ rrl?+ Hal+i5€_a
fl€€-el ;tJSg 4italflul ol€
,?l tlcl.

9dg* 'l"l ga€ 7d+, q,qa+e i:r
F.f+6}zl 9l Blq zl+H * t'lssl* eilE

3. ol aE 4+*ql ilq, deJ4 al3xlel
+€tr}.

fl el * rl,qd +e.l H .il rrlul +

4. +A ^IoJql fl"I gq *el6txl olq8l*,*, ylsa+€. €.+€ Halfl+gg -H.-S"Jtrl.

5. ol aEel q4t}, "Helflq€-"o]4 fl.g H4dsJel a4e^l zlfizl lE

= ad4ss +ql6'ls4+ d€€ 4olelr eldgzlul B-flq] el6.l.q oJe:;J
zltlrl B =lel d sgs-e+EJ +ql.* zlltol4 :. q+ql ol 4 g zlxl€ -s.c.61.*zJgs' elc5l4+ Baq el6lg oJa€ zlltg g6.IEl, Hal€ zJ4J d6J6l.z.l

'l : €EBg +als,lzl elalg ^l+ElE xltlg s*eq.

al 17 a.

qal 't q]+

1. ^il2"*el +eg .ef ef s|-LE, 3ia,*3.r1 E

'il +6l.ol xil*qts E^ir4 zle* olrq,s €Erlq
4 d-rl.

ol€ S. Ee 6lE g.^l e+ ,q a
4tlolul el+E 9f sJzl o|

2 +4 ^}"J.il ilq ul,qa+ol+ ,qa+oJ
4-?, s- E^JL} zle* zll3s;"il tr49 H;^l.tj

s^14 xleel "Jeg ,q+6lE
4e+ 4 A q "J?q ol oF rJ4.

ol aelel +4+, E^14 zleg {+e 4gql el-sJq.

zl. E,\JE g+6lE +7lel *^l E.=:a q+e.l €.+ge-l rJB"l+ +ql
ol 3lg 4
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+. E^J€ g+s}= +71, a +7lel aL* . a++il E* A+;t+tlq
8^l zlQlol Bflqq gc a

418c-.
_H.6 +a

4 *^l=l-el ?"J7lsg ol aEel q44 "* "J.^I.+el B"il +ll6.lts. ri+
EzCg iirJg + ilEl.

x1l l9 4.

4ls H ul*

t. o] a+ql 94 ir4sl,4l olq6.l= t, ,l,qa*e. €,a.q-ags+El g
C6lE -BE €^l€:loil^l ,qAEg rgx.a1z1 fldlq €st rLE a:l* ;f a*

'4 ,qdt9 ol"-lg EIU14.

2. ,ea+ol trl$g +*stts 4g zil4alats 4s?;iol €.as_Ag olaJ
al,_E ts].&g +B+tr}.

zl. vl,qA+el €qgE s'E = €q_9.8+El "lwl.e zl€ f.+al* r.tl

+ag* Hl+ 't F.JE +EHlel zil9a.4tta s* ,illzaorr el

+ s-aoil ulel .qa+ql 4l+6l* F"J €-oJ"ilrll zl#sl* 
^I.sil_.,'+'* E* :r qlel Hl*

+. 4ln9lol4 ifd.+gg ++6lEEll +Asits ul+
c|. d$zlgl ^lql* H Hl*4 B^.lel Hq"il +Hg= ^IE{#,i Hl+

3. *a,qAg ol6J6lfEtl qlelzi C4el ul6.ol d,g_EJ aol B uqal{ zlb
a+, *^i:+g,qa€ €.azl 4l*€ + 9t* adg aAs.lzl el6lq gel.e4.
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41 2a a.

flsl H +4sl .ila

"&^}+e oi= g'J-el ,qAql 4?+ gnlzje-e :gts +A ^loJrl +lfl'lolol aE9 sli^1 .4$:s* olEBql *EJ q{S,r,1a;.ql ql6}q tl+El Elelttr}.

{ zr =ztl A

ol a'+g "* B'^t+ei tE'firel"rl el6lq tal4s zllzd€ f glg4,:z€.
zJzlel *r,il.ad.l ++€ ol+oll g5.ttrl.

4l 22 a
g-fi. 9{ *E

1. ol aEe Brltol ol a*g gs,E g,*:rg 4zl4 +Ll|sdol *f
51fr€-g tl-a F-H-6-i-ts Bl+"J"il gs.-*tri.

2. ol a** :z *s."J ol+ql sJslqT! Halt_ €€ :z o.ldoil sJ6}qA
Hal4 E}l6}qE zi+ttr}.

3. ol.: oJ*'J^l+g t,ril4:a ^.lts5lsgrq of =Eg +s^lA + fls-
4, -z +tr.= .rlg.:ro-gog*e.l O€ ol*ql gg.*tr}.

4. ol aEq +Ets ol aEql q?+ *^l+Aoil *elslq AsJ+ql olr.l*
*5-g eJa 

^l 
7l E ql g Elg nl *lxl 6l.q *q..

olt}el fZ.e, oleil rlBxlg :rE 4xl4 d+s+Ei dg.6lAl AsJ* g
oJ*ol o'l selol 

^,186.ifi4.
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2N2'€ 3H 30 0J 
^]goil^i FFsI4r a€qr qrr.qr^.lolq.6J.+q * gq

E 4 2+44 zrcdlfltrl. .6]l^l*el i<lolzl ilb a+ql* €ol*ol _?_dttr},

fl ELll^l ol;.s++g r''-s.614

4"n.2
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TREATY

R R'prr*r.rc oF r*on*f*ffiffi* REFrJBr,rc oF r(oREA
MUTUAL LEGAL ASSISTA$H' IN CRIMINAL MATTERS

:r[:tJl#{j1don*ia and the Resftbric of Korea (hereinafter referrcd ro

E*SIRING to imorovg the effectiveness ofbodr.countries-in the prevention,
ffi;jiT,tn;;;:X5g*1;;li;";'"";il1#Hi**n,*pi*ioo"na
HAVE AGRRBD as fcrllows:

scop* offif**r,n*
The Parties shat,' in:auoondenoo-rsith the.,,proffdns of this Treaty,grant each other assistance in ci:iminar *rtt ii. "erv'

For the purposes of thil.Trcatg crinrinarrnatterB mean investigations,prosecutions or oroceedirry;*riutng to ,ny oreo"* t&p. punisbment ofwhich at the ti** ;f-;f;" ilffir" for arsietance, fiilts. wiihin thejurisdiution of the competent auihorities.df ttrc Requesting parry.

Criminal matters also include matto$:bonn-eeted with; ofences againsta law related to raxation, 
"rrtu*rhfu*Siligr.l#auor..,cnnffol orct.hcr revenue mafierq u"t *er,:b,.cirnng*dofr::.witrr-,non 

cr,r,urinorproceedings relating thereto.

Assistance shall incl ude:(a) takingev,idenoe orstatemedts,q*psrsons;(b) providing information; A["i*"ti, ,.*idr, and articles ofevidence;
Iocating or identifuing persons or.items;
serving documents;
executing requests for sear,gh.and Seizure;

(c)
(d)
(e)
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(0 making ilrangements for persons to give evidenca or assist incriminal invesrigarions, prosecutionsl-o;;;;;r.dings in the. Requestirrg party.
(g) tracing, restraining, forfeiting and confiscating the proceeds andinstrumentarities of criminarLtivities; unJ- 

-" '
(h) other assistance deerned n*..rrury by the Requesting party andconsistent with this Treaty as weil ur'th, ru* or trr.-n.qu.JfJpartv.

5' Assistance granted under trris Treaty does not incrude:(a) the extradition, or the arrest or detention for that purpose, ofatly person;
(b) the execution in the Requested party of criminar judgements

imposed in tlrg Requesting.?rry .*.rpito the extenr permitted
by the law ofthe niquest& party *A Uri. freaty;(c) the transfer of persons in custody to serve sentences;(d) the transfer of proceedings in ;il;;lri..r.

Article 2
OTHER ASSISTANCB

This Treaty shall not affect any existing obrigations between the parties,

il:.J}}l ff:':: *,:.j,l.j ll?lji: I iuransem e n ts, or otherwi se, nor pre ventParties from providing assistance no each other ourruunl.";rffi fffi:tngemettts, or otherwise. uvqtrvr'

Article 3
CBNTRAL AUTHORITY

I ' The Parties at alr times shall eacrr 
frave a person lvho, or an authoritywhich, is designated as the central nuthoiity io t unrr1it and receiverequests for the pulposes of this Treatv.

The following persons or authorities are hereby designated to be thecentral Autlrorities at the commencement ortnis Treaiy:(a) For the Republic of Indonesia; the central eutnority is the
Minister of Justice and Human Rights or a, official arrignuirJ
by that Minister.

(b) For the Republic of Korea, the central Authority is the Minister
of Justice or an officiar designated by that Mi'ister.
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iilfrrlrTt tnt" noti$' the other of anv change of its centrar

'l'he centrar Authorities sha, nonnalll'communicate directly *,ith one
lill"xll. 

but ma1" if thev.rtoot., communicate through the dipromatic

Article 4
cON't'rN'r.s ()r. RlQUES,r.s

Requests for assistance shall:(a) speci$' the p'rpose of the request and the nature of theassistance sought;(b) identifu the f.rson, agency or authority that initiated therequest;
(c) incrude a description of the nature of the criminar matter,incruding a strymar)' of the r;i;; fr;r and lar's andapplicable penalties;(d) incrude a staternent indicating the current s,utus of the/^\ investigation or proceeding;(ej rncrude a state.m:nt specil$'!g. any time frame rvithin *,hiclrcompliance u,ith the requesi isa.rir.O.---- -*

*l:iilii,;?r 
assisrance, u'here rererant and so far as possibre, sharl

(a) the identity, nationality and rocation.of the person or personswho are the subject oi or *'ho may hare infirmation rerel,antto, the criminal matter;(b) w'here the request is for assistance under Articre r0 :(i) a descriprion of the rnatters uuouiirlri.i, !.rron. are to beexamined including, lvhere appropriat€, il]. questionsthat the Requesting part1. 
'.irir." to b. put to thoseprrrsulls;

(ii) a description of any documents, records or afiicres ofer"idence to 
-b9 produced ** -il;;. 

relevant, adescription of the appropriate person- io be asked toproduce them;

4.

l.

)
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(c) where the request is for assistance under Articles I I or 12,
information about the allowances and expenses to which a
person traveling to the Requesting Party rvould be entitled;

(d) rvhere the request is for assistance uflder Articles 15 or 16, a
description of the material sought and, rvhere relevant, its likely
location;

(e) rvhere the request is for assistance under Article 16 :

(i) a statement outlining the basis of Requesting Party's
belief that proceeds of crime ma1, be located in the
jurisdiction of the Requested Party; and

(ii) the dourt order, if any, sought to be enforced and a
statement about the stahrs of that order;

(0 r.vhere the request is for assistance that may lead to or result in
the discovery or recovery.of proceeds of crime, a statement as
to lvhether a special arrangernent under Article 16 paragraph 4
is sought;

(g) a statement outlining any particular requirement or procedure
that the Requesting Party may have, or wish to be follorved in
giving effect to the request, including details of the manner or
fontr in which any information, evidence, document or item is
to be supplied;

(h) a statement setting out the wishes, if any, of the Requesting
Party concerning confidentiality of the request, and the reasons
for those wishes;

(i) where an official of the Requesting Party intends traveling to
the Requested Party in connection with the request, infonnation
about the purpose of that person's visit, the proposed time
frane and travel :urangement; and

0) any other supporting infonnation, evidence or documents that is
necessary to enable, or may assist, the Requested party to give
effect to the request.

A request, ffiy supporting documentation and any commnnications
made pursuant to this Treaty, shall be in the language of the
Requesting Party and be accompanied by a translation into the
Ianguage of the Requested Party or in the English language.

If the Requested Party considers that the information contained in a
request is not sufficient to enable the request to be dealt with in
accordance with this Treaty, it may request additional infonnation.
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5. A request shall be made in writing except that the Requested party
may accept a request in another forr1 in urgent situations, [n any sucir
situation, the request shall be confirmed in writing within thirti (30)
days unless the Requested party agrees otherwise.

REFUsATt$'ffrsrANcE

Assistance shall be refused if:(a) the request relates to all offence that is regarded by the
Requested Party as an offence of a political character br an
offence only under rnilitary law;(b) the request relates to the prosecution of a person for an offence
in respect of which the person has been finally acquitted or
pardoned or has served the sentence imposed in the liequested
Party;

(c) there are substantial grounds for believing that the request for
assistance has been made for the purpose of persecuting or
punishing a person on account of that person's ,.a., -r.*,
religion, nationality or political opinions, oi that the request foi
assistance will result in that person being prejudiced for any of
those reasons;

(d) the request, if granted, would seriotsly impair the Requested
Party's sovereigrty, sectnity or essential inierests,
considerations of which may include the safety of any p.rroni
and the burden on the resources of the Requested narty; or(e) the request relates to the prosecution or punishment of r prrron
for conduct that would not, if it had iaken place within the
jurisdiction of the Requested party, have constituted an offence.

Assistance rnay be refused if the request relates to the prosecution of a
person for an offence for which the person could no longer be
prosecuted by reason of lapse of time if the offence had been
committed within the jurisdiction of the Requested party.

Assistance may be postponed by the Requested party if the request
relates to an ongoing investigation or prosecution in the Requested
Party.

2.

3.
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L

2.

Before refusing or postponing assistance pursuant to this Article, the
Requested Party, through its Central Authority, shall :(a) prornptly infonn the Requesting pirty of the reason for

considering refusal or postponement; and(b) consult with the Requesting party to determine whether
assistance rnay be glven subject to such tenns and conditions as
the Requested Party deems necessary.

If thc.Requesting Party accepts assistance subject to the terms and
conditions referred to in paragraph 4 O), it stratt comply with those
terms and conditions.

ExEcur,$ff8'; firouurrc
Requests for assistance shall be canied out promptiy by the competent
authorities of the Requested party in accordancswith the la*s ortnut
Party and, to the extent those laws permit, in the manner requested by
the Requesting Party.

The Requested Party rnay postpone the delivery of material requested
if such material is required foi proceedings in respect of criminal or
civil matters in that party. If this is the casJ, the Requested pafiy shall,
upon reqlrest, provide certified copies of documents.

The Requested P?nt shall prornptly infonn the Requesting party of
circumstances, when they become known to the Requested party,
which are likely to cause a significant delay in carrying out the
request.

Article 7
RETURN OF MATBRIAL TO REQUESTED PARTY

Where required by the Requestecl Party, the Requesting party shall return
material provided under this Treaty when it is no lon r nieded for the

iminal matter to which the request relates.
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Article 8
CONFIDENTIALITY AND LIMITATION OF TISB

The Requested Party shall, if so requested, use its best efforts to keep
confidential a request for assistance, the contents of the request and its
supporting documentation, and any action taken pursuant to the
request. If the request cannot be executed without breaching
confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting
Party before executing the request, and the Requesting party slmll
advise whether it nevertheless wishes the request to be executed.

TheRequesting Party shall, if so requested, use its best efforts to keep
confidential the inforrnation and evidence providecl by the Requested
Party, except to tlre extent that the evidence and infonnation is needed
for the criminal matters to which the request relates and where
otherwise authorized by the Requested party.

The Requesting Party shall, if so requested, use its best efforts to
ensure that the information or evidence is protected against loss and
unauthorized access, use, modification, disclosure or other misuse.

The Requesting Party shall not use the information or evidence
obtained, nor anything deriVed from either, for purposes other than
those stated in a request without the prior consent of the Requested
Party.

Article 9
SERVICB OF DOCUMENTS

The Requested Party shall, to the extent its laws permit, carry out
requests for the service of documents in respect of a crirninal matter.

A request for service of a summons requiring the appearance of a
person as a witness in the Requesting Party shall be made to the
Requested Party not less than forty five (45) days before the
scheduled. appearance. In urgent cases, the Requested Party may
waive this requirement.

2.

a
1

4.

t.

2.
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J. The Requested Party shall fonvard to the Requesting Party proof of
service of the docurnents. If service cannot be effected, the Requesting
Party shall be so informed and advised of the ieasons.

A person who fails to cornply with any process served on hirn or her
shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant
to the law of the Requesting Party or the Requested Party.

Article l0
TAKING OF EVIDBNCB

The Requested Party shall, to the extent its laws permit and upon
request, take testimony, or otherwise obtain statements of persons or
require them to produce items of evidence for transmission to the
Requesting Party.

The Requested Party, to the extent pennitted by its law, shall permit
the presence of such persons as specified in the request during the
execution of request, and may allow such persons to question the
person whose testimony or evidence is being taken. In the event that
such direct questioning is not permitted, such persons shall be allowed
to submit written questions.

A person from whom-evidence is to be taken in the Requested party
pursuant to a request under this Article may decline to give evidence
where the law of the Requested Party or thai of the Requesting party
so provides.

If any person in the Requested Party claims that there is a right or
obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting
Party, the Central Atrthority of the Requesting Party shall, upon
request, provides a certificate to the central Authority of the
Requested Party as to the existence of that right. In the absence of
evidence to the contrary, the certificate shall be suflicient evidence of
the matters stated in it.

For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the
production of documents or other articles.

4.

l.

2.

a
1

4.

5.
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Article I I
TRANSFBR OF PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE

l. A person in custody in the Requested Party may, at the request of the
Requesting Party, be temporarily transferred to that party to give
evidence in crilninal proceedings in that party.

2. The Requested Party shall transfer a person in custody to the
Requesting Party only if :

(a) the person freely consents to the transfer; and
(b) the Requesting Party agrees to cornply with any conditions

specified by the Requested Party relating to the custody or
security of the person to bp transfened.

3. Wltere the Requested Party advises the Requesting Party that the
transferred person is no longer required to be held in custody, that
person shall be released.

4. A person who is hansfened pursuant to a request under this Article
shall be returned to the Requested Party in accordance with
ulrrangements agreed by the Requested Party as soon as practicable
after the evidence has been given or at such earlier time as the
person's presence is no longer required.

5. A person transferred shall receive credit for service of the sentence
inrposed in the Requested Party for the time served in the custody of
the Requesting Party.

Article l2
AVAII,ABILITY OF OTHBR PERSONS TO GIVE BVIDBNCB OR

ASSIST INVESTIGATIONS

l. The Requestillg Party may request the assistance of the Requested
Party in ananging for the transfer of a person (not being a person to
whom Article I I of this Treaty applies) with his or her consent to tlte
Requesting Party to give or provide evidence or assistance in respect
of a criminal matter in the Requesting Party.

FI
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2. The Requested Party shall, if satisfied lhat satisfa.ctory arrangements
for that person's safety will be made by the Requesting Party, invite
the person to consent to give or provide evidence or assistance in the
Requesting Party. The person shall be informed of any expenses or
allowances payable. The Requested Party shall pr,rmptly inform the
Requesting Party of the person's response and, if the person consents,
take all steps necessary to facilitate the request.

Article l3
SAFB CONDUCT

Subject to paragraph 2 of this Article, where a person is in the
Requesting Party pursuant to a request made under Articles 11 or l2
of this Treaty, during the period that the person is required to remain
in the Requesting Party for the purposes of the request:
a. the person shall not be detained, prosecuted or punished in the

Requesting Party for any offence, nor be subject to any civil
proceedings, being civil proceedings to which the person could
not besubjected if the person were not in the Requesting Party,
in respect of any act or omission which preceded the person's
departure from the Requested Party; and

b. the person shall not, without the person's consent, be required
to give evidence in any criminal proceeding or to assist any
criminal investigation other than the crirninal matter to which
the request relates.

Paragraph I of this Article ceases to dpply if that person, being free to
leave, has not left the Requesting Party within a period of fifteen (15)
days after that person has been officially notified that his or her
presence is no longer required or, having left, has returned.

A person who does not consent to give evidence pursuant to Articles
I I or 12 of this Treaty shall not by reason thereof be liable to any
penalty or coercive measure by the courts of the Requesting Party or
the Requested Party.

A person who consents to give evidence prrsuant to Articles 1l or 12

of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her
tesiimony, except for perjury or contempt of court.

2.

aJ.

4.

l0
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Article 14
PROVISION OF INFORMATION

The Requested Party shall provide copies of documents and records
that are open to public access as part of a public register or otherwise,
or that are available for purchase or inspection by the public.

The Requested Party may provide copies of any documents or records
in the same manner and under the same conditions as they may be
provided to its own law enforcement and judicial authorities.

Article 15
SEARCH AND SEIZURE

The Requested Party shall, to the extent its laws permit, carry out
requests made in respect of a criminal matter in the Requesting ParU
for the search, seianre and delivery of material to that Party.

The Requested Party shall provide such information as may be
required by the Requesting Party concerning the result of any search,
the place and circumstmces of seianre, and the subsequent custody of
the material seized.

The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the
Requested Parfy in relation to any seized material which is delivered
to the Requesting Party.

Article 16
PROCEEDS OF CRIME

The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain
whether any proceeds of a crime are located within its jurisdiction and
shall noti$ the Requesting Party of the results of its inquiries.

Where, pursuant to paragraph l, suspected proceeds of crime are
found, the Requested Party shall take such measures as are permitted
by its law to restrain or confiscate such proceeds.

2.

l.

2.

J.

t.

2.
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In the application of this Article, the rights of bona fide third parties
shall be respected under the law of the Requested Party.

The Requested Party shali retain any proceeds of crime that are
confiscated unless.otherwise agreed in a particular case.

For the purposes of this Treaty, "proceeds of crime" lnean any
property suspected, or foundr.by a court to be property directly or
indirectly derived or realized as a result of the commission of an
offence or to represent the value of property and other benefits
derived from the commission of an offence, and includes property that
is used to commit or to facilitate the commission of an offence.

Articie 17
CORTIFICATION AND AUTHENTICATION

l. subject to paragraph 2, a request for assistance, the documents in
support thereof, and documents or materials furnished in response to a
request, shall not require any form of certification or authentication.

2. where, in a particular case, the Requested or Requesting party
requests that documents or materials be authenticated, the documents
or materials shall be duly authenticated in the manner provided in
paragraph 3.

3. Documents or materials are authenticated for the purposes of this
Treaty if:
(a) they purport to be signed or certified by a judge or other official

in or of the Party sending the docurnents; and
(b) they purport to be sealed with an official seal of the Party

sending the document or of a Minister, a Department or official
of the Government, of that Party.

Article 18
SUBSIDIA RY ARRANGEMINTS

The Central Auihority of each Party may enter into subsidiary arrangements
consistent with the purposes of this Treaty and rvith the laws of both Parties.

t2
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Article 19

REPRBSNI\ITATION AND BXPENSES

Unless otlrerwise provided in this Treaty, the Requested Party shall
make all necessary arrangements for the representation of the
Requesting Party in any criminal proceedings arising out of a request
for assistance and shall otherwise represent the interests of the
Requesting Party.

The Requested Party shall meet the cost of ftllfilling the request for
assistance except that the Requesting Party shall bear :

(a) the expenses associated with conveying any person to or fi'om
the territory of the Requested Party, and the accommodation
expenses of the person and any fees, allorvances or other
expenses payable to that person while in the Requesting Party
pursuant to a request under Articles 9,11, or 12 of this Treaty;

(b) the expenses associated with conveying custodial or escorting
officers;

(c) fees and expenses of experts and those associated with the
translation of documents.

If it becomes apparent that the execution of the request requires
expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to
determine the terms and conditions under which the requested

'assistance 
can be provided.

Article 20
CONSULTATION AND SETTLEMENT OF DISPUTES

The Parties shall consult prornptly, at the request of either, concerning any
issue relating to the interpretation, application or implementation of this
Treaty, either generally or in relation to a particular case.

Article 2l
AMBNDMBNT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties

and shall enter'into force after their respective national requirements have

been fulfilled.

3.

t3
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Article 22
BNTRY INTO FORCB AND TBRMINATION

This Treaty shall enter into force on the date of the last notification by
which the Parties notify each other that their respective national
requirements for the entry into force of this Treaty have been fulfilled.

This Treaty shall apply to offences comrnitted before as n'ell as after
the date it enters into force.

Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any
tirne. Tennination shall take effect six (6) months after the date on
whicll the notice is given.

The termination of tlis Treaty shall not prejudice the completion of
any ongoing activities agreed upon by the Parties under this Treaty.

IN WITNESS WI{BRIOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have, si gned thi s Treaty.

DONB in duplicate at Slgg{...on the ..?e,t!..day of r!1*rA in the year two
thousand and two, in the Indonesian,, Kor.ean, and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergence'of interpretation, the
English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF
INDONESIA

FOR THE REPUBLIC OF

/42
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